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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat
penting dalam mendorong kemajuan pembangunan nasional. Aktivitas utama
dalam sektor perbankan adalah mengumpulkan dan mendistribusikan dana
kepada masyarakat.  Dunia perbankan memiliki dua jenis sistem, yaitu sistem
ekonomi tradisional dan sistem ekonomi berbasis syariah. Sistem ekonomi
tradisional mencakup Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Secara resmi di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai
Perbankan, yang selanjutnya akan disebut sebagai UUP. Definisi Bank Umum
dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan, yang
menyatakan bahwa Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.? Sama seperti
Bank Umum, istilah Bank Perkreditan Rakyat juga dijelaskan dalam Pasal 5
Ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat
dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan, yang
menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dengan memperhatikan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang

! Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana 2008), h. 3
2 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi (Bandung: Mandar Maju 2012), h. 5
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Perbankan, sebetulnya tidak terdapat perbedaan signifikan antara Bank Umum
dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kecuali pada sektor usaha layanan jasa
yang berkaitan dengan transaksi pembayaran, yang hanya diberikan kepada
Bank Umum.?

Bank Syariah adalah salah satu jenis perbankan nasional yang
beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perbankan Syariah
diatur olen Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai Perbankan
Syariah. Dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “Perbankan Syariah adalah
segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
mencakup kelembagaan, kegiatan Usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya.*

Dasar hukum perbankan syariah terletak pada ketentuan-ketentuan
hukum muamalah, terutama yang berkaitan dengan hukum akad. Jenis-jenis
akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam figih muamalah cukup
beragam. Terdapat tiga tipe transaksi yang telah banyak diimplementasikan
sebagai dasar utama dalam pembiayaan di Bank Syariah, yaitu bai' al-
murabahah (transaksi jual beli barang dengan harga pokok ditambah
keuntungan/margin yang disetujui), bai' as-salam (pembelian barang yang akan
diserahkan di kemudian hari, dengan pembayaran yang dilakukan di
muka/tunai), dan bai' al-istishna (Istishna’ mirip dengan Salam, karena

melibatkan objek yang harus dipesan atau dibuat terlebih dahulu dengan

3 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Edisi Revisi h. 8.
4 Undang-Undang No. 21, tahun 2008, tentang “Perbankan Syariah”

+ iThenticate Page 17 of 91 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::14999:81598379



+ iThenticate Page 18 of 91 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::14999:81598379

4

karakteristik tertentu, namun pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kesepakatan).

Murabahah merupakan salah satu jenis perjanjian yang paling sering
diterapkan dalam proses pengumpulan dana di perbankan syariah. Akad
murabahah merupakan perjanjian jual beli barang di mana harga pembelian
mencerminkan keuntungan yang telah disetujui oleh pihak penjual dan
pembeli.®

Akad murabahah merupakan bagian dari bai'ul amanah dan dikenal
sebagai transaksi penjualan yang dapat diandalkan. Di sini, penjual atau bank
syariah mengungkapkan dengan jelas dan terbuka kepada pembeli atau
pelanggan perihal harga pokok dan margin keuntungan.  Murabahah
sebenarnya merupakan suatu metode transaksi jual beli barang di mana harga
dan keuntungan yang sebenarnya telah disepakati dan diketahui oleh kedua
pihak sebelumnya. = Akad murabahah dalam perbankan syariah dapat
diinterpretasikan sebagai suatu bentuk kesepakatan yang umum diterapkan
untuk memperoleh barang dari bank sesuai dengan kebutuhan nasabah,
kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok dan margin
keuntungan yang telah disetujui sebelumnya.

Sejak pertama kali diperkenalkan dalam ilmu figh, akad murabahah ini
sepertinya telah diterapkan secara eksklusif untuk kepentingan perdagangan.
Murabahah merupakan jenis transaksi jual beli dengan tambahan biaya, di

mana biasanya pembeli tidak bisa mendapatkan barang yang diinginkannya

5 lvan Lanin, Mengenal Transaksi Akad Murabahah, Proxsis Banking, Jakarta, 2015, hal.1.
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kecuali melalui seorang agen atau ketika pembeli enggan repot untuk
mencarinya sendiri, sehingga ia memilih untuk menggunakan jasa seorang
perantara. Bank-bank syariah biasanya menerapkan metode murabahah untuk
memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah yang ingin membeli
barang, meskipun nasabah tersebut mungkin tidak memiliki dana untuk
melakukan pembayaran.

Lembaga Keuangan Syariah dilihat dari konsep syariahnya, baik Bank
Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah konvensional/Unit Usaha
Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maupun Ba ‘itul
Maal wat Tamwil (BMT), tidaklah berbeda. Perbedaannya adalah pada skala
bisnisnya saja.®

Keadaan ini membuat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia
seakan-akan berkembang pesat, dengan banyak bank yang hadir untuk
menawarkan layanan perbankan berbasis syariah. Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) memiliki alur operasi yang secara umum mencakup pengumpulan dana,
pendistribusian dana, hingga pembagian hasil usaha yang sesuai dengan kaidah
syariah.

Tujuan pokok dari perbankan dan keuangan Islam dari sudut pandang
Islam meliputi tiga aspek berikut:

a. Penghapusan bunga dari seluruh transaksi keuangan serta penyesuaian
semua aktivitas perbankan agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

b. Penyebaran pendapatan dan kekayaan yang adil.

¢ Keadilan Bagi Masyarakat ”, Jurnal Masalah Masalah Hukum (MMH), Universitas Diponegoro,
Vol. 43 No. 1, Semarang, him. 87-89
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c. Mencapai kemajuan dalam perkembangan ekonomi.

Lembaga keuangan syariah yang diterapkan oleh masyarakat Muslim di
Indonesia adalah lembaga perbankan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah
merupakan jenis perbankan yang pertama kali didirikan, sebelum akhirnya
berkembang menjadi Bank Umum Syariah. Selanjutnya, tipe Bank Komersial
Islam terus diikuti oleh bank syariah lainnya hingga sekarang. Menurut data
yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Januari 2019, terdapat 14 Bank
Umum Syariah yang menerapkan konsep Bank Syariah Komersial. Salah satu
bank tersebut adalah Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank
NTB Syariah).’

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah)
adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang dimiliki oleh Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Pemerintah Kota dan
Kabupaten di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah
didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964.2 Pada awalnya, Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat adalah sebuah bank konvensional.
Namun, sejak bulan September 2018, bank ini telah bertransformasi menjadi
bank syariah.

Didirikan dengan niat untuk menjadi Bank Syariah yang terpercaya,
unggul, dan pilihan utama masyarakat, Bank NTB Syariah bertekad untuk terus

meningkatkan layanan perbankan syariah. Hal ini bertujuan untuk mendukung

7 Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Januari 2019”, pada tanggal 8 November
2020. diakses dari Laman www.ojk.go.id

8 “Sejarah PT. Bank NTB Syariah”, pada tanggal 22 Agustus 2020, diakses dari laman
www.bankntbsyariah.co.id.
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masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan syariah dan berkontribusi
pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Bank NTB Syariah terus berkembang dan saat ini memiliki total 50
kantor, yang meliputi 1 kantor pusat, 12 cabang, 24 cabang pembantu, 6 kantor
kas, dan 7 kantor pelayanan. Untuk meningkatkan mutu layanan Bank NTB
Syariah, terdapat 255 ATM yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten di
NTB. Bank NTB Syariah memiliki staf yang terdiri dari 1.433 orang, baik pria
maupun wanita, hingga tanggal 31 Desember 2021. Penulis berencana untuk
melakukan studi di salah satu cabang, yakni kantor cabang Gerung yang
terletak di Gerung, Lombok Barat.

Bank Syariah adalah salah satu komponen penting dalam sistem
ekonomi syariah, sebagaimana yang telah banyak diketahui. Bank Syariah
adalah lembaga keuangan yang berfungsi tanpa bergantung pada sistem bunga.
Selain itu, Bank Syariah juga dapat dijelaskan sebagai institusi perbankan yang
segala kegiatan dan produk yang ditawarkannya didasarkan pada ajaran Al-
Quran dan hadist. Bank NTB Syariah Cabang Gerung merupakan salah satu
lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah. Bank NTB Syariah Cabang Gerung menawarkan beragam produk
guna memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi nasabah dan pengguna layanan
perbankan. Dalam aktivitas perbankan syariah, salah satu kegiatan yang umum
dilakukan dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli. Terdapat berbagai
jenis kontrak jual beli dalam prinsip syariah, salah satunya adalah kontrak

pembiayaan murabahah.
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Bank NTB Syariah Cabang Gerung menerapkan akad pembiayaan
murabahah karena metode dan teknik perhitungannya yang lebih mudah
dipahami oleh nasabah serta pihak perusahaan, sehingga aspek transparansi
menjadi lebih utama. Pembiayaan murabahah adalah proses di mana bank
menyediakan dana untuk pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah
dengan cara membeli barang tersebut dari pemasok terlebih dahulu. Setelah
itu, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sudah
ditambahkan margin keuntungan. Dengan kata lain, transaksi penjualan
kepada nasabah dilakukan berdasarkan prinsip biaya ditambah keuntungan.

Menurut penjelasan yang telah disampaikan di atas, bank memainkan
peran yang signifikan dalam menyediakan produk murabahah yang memenuhi
kebutuhan baik bagi pembeli maupun penjual. Salah satu jenis produk
murabahah yang disediakan adalah pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan KPR syariah memiliki
keunggulan dibandingkan dengan yang konvensional, yaitu cicilan tetap hingga
akhir masa pembayaran.

Rumah adalah salah satu kebutuhan fundamental bagi manusia, dan
sebagai salah satu kebutuhan utama, rumah sangat diminati oleh banyak orang.
Akan tetapi, tingginya harga rumah menyebabkan banyak orang kesulitan
untuk membeli rumah secara langsung, sehingga opsi yang biasa diambil
adalah membayar dengan cara mencicil atau menyewa. Ada berbagai metode
yang dapat diambil oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka

terkait tempat tinggal.
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Walaupun telah ada berbagai kemudahan yang ditawarkan, nyatanya
masih ada sejumlah isu yang muncul. Masalah yang hampir dialami oleh
setiap lembaga pembiayaan adalah nasabah yang gagal melakukan pembayaran
sesuai kesepakatan, yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Dengan mempertimbangkan penjelasan latar belakang yang telah
disampaikan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang
lebih mendalam tentang prinsip syariah dalam akad Murabahah di Bank NTB
Syariah Cabang Gerung. Dengan menekankan signifikansi akad ini dalam
mendukung ekonomi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi
sebagai referensi bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam menerapkan
prinsip-prinsip syariah dengan lebih efisien. Akhirnya, diharapkan bahwa
temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam
memperkuat perekonomian masyarakat melalui pendekatan yang adil dan
bersifat kolaboratif. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian
“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan
Rumah Di Bank NTB Syariah Cabang Gerung.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan,
rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Rumah
KPR pada Bank NTB Syariah Cabang Gerung?

2. Apa saja hambatan-hambatan yang di hadapi Bank NTB Syariah Cabang
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Gerung dalam pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Rumah
KPR dan cara menanggulanginya?
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Akad Murabahah atas
pembiayaan rumah KPR pada Bank NTB Syariah Cabang Gerung.

2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang di hadapi
Bank NTB Syariah Cabang Gerung dalam pelaksaan Akad Murabahah
atas pembiayaan rumah KPR dan cara menanggulanginya.

2. Manfaat Penelitian
Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:
1) Manfaat Teoritis
Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pemikiran bagi penelitian berikutnya, baik dari segi teori
maupun konsep, dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah.
2) Manfaat Akademis
a. Memberikan sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan,
terutama dalam bidang hukum dan ekonomi yang berkaitan dengan
pelaksanaan akad murabahah.

b. Menjadi refrensi bagi penelitian — penelitian selanjutnya yang
relevan.

3) Manfaat praktis
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a. Manfaat bagi Peneliti
Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan keuntungan
bagi peneliti dalam memahami bagaimana pelaksanaan Akad
Murabahah di Bank NTB Syariah Cabang Gerung. Penelitian ini
juga bermanfaat bagi peneliti dalam menyelesaikan program studi
S1 yang telah dilalui, serta dapat menjadi sumber referensi bagi
peneliti-peneliti berikutnya yang memiliki relevansi.
b. Manfaat bagi Lembaga Keuangan lainnya
Penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi lembaga keuangan
syariah lainnya dalam menerapkan akad murabahah secara lebih
efisien dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat
meningkatkan kredibilitas dan kepatuhan lembaga terhadap nilai-
nilai syariah.
D. Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelitian kepustakaan yang telah peneliti lakukan
terhadap tiga judul sebelumnya, terdapat kesamaan dan perbedaan yang akan

dijelaskan oleh penulis dalam tabel berikut: .

NO Nama/Judul
1 | Nadhira Wahyu, " Analisis Hukum terhadap Implementasi Akad
Murabahah serta Inovasi dalam Akad Murabahah dalam Proses
Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. "®

Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan Akad Murabahah Dan Inovasi Dalam
pengembangan Ekonomi Syariah

Hasil Penelitian

*https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/download/900/544
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125 Penelitian ini mengungkapkan bahwa kemajuan sistem ekonomi tidak

terbatas pada perbankan syariah, tetapi juga mencakup sistem pasar

modal syariah, di mana akad murabahah diterapkan. Implementasi

ini menghasilkan terobosan dalam dasar-dasar murabahah.
Persamaan Peneilitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah serupa pada kedua

studi, yakni untuk memahami bagaimana pelaksanaan atau

penerapan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah.
Perbedaan Penelitian

Kelebihan penelitian sebelumnya dibandingkan dengan penelitian ini

(19) terletak pada fokus yang lebih besar pada regulasi hukum yang
diterapkan dalam pelaksanaan akad Murabahah. Penelitian yang saat
Q ini akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada penerapan akad
Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah.
2. Nama/Judul

Muh. Sidig Ramadhan “Analisis Hukum Mengenai Kontrak
Pembiayaan Murabaha di Bank Muamalat Cabang Makassar.”*°

Rumusan Masalah
e Bagaimana Penerapan akad Murabahah dalam prespektif Kitab
Undang-undag Hukum Perdata

Hasil Penelitian
(3 ) Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa akad murabaha di
Bank Muamalat Cabang Makassar menerapkan akad wakalah, yang
memberikan wewenang kepada nasabah untuk membeli obyek atau
barang yang telah disepakati dalam akad. Pelaksanaan akad
murabaha dengan mekanisme wakalah di Bank Muamalat Cabang
Makassar sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang ditetapkan
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor
04/DSN-MUI/1V/2000 mengenai murabaha, maupun Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Penghimpunan dan
Penyaluran Dana oleh Bank yang mengoperasikan usaha berdasarkan
prinsip syariah.

Persamaan Penelitian
(7] Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk memahami
penerapan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah, yang
merupakan fokus yang sejalan antara kedua penelitian.

Perbedaan Penelitian
(53) Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang
dilakukan saat ini adalah bahwa penelitian sebelumnya lebih
menitikberatkan pada Akad Murabahah dan Akad Wakalah.
(2] Sementara itu, penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti kali
ini lebih akan difokuskan pada aspek penerapan Akad Murabahah

10 https://repositori.uin-alauddin.ac.id
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\ | dalam Lembaga Keuangan Syariah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bank Syariah
1. Pengertian Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah sebuah lembaga yang mengumpulkan
dana dari masyarakat melalui pemberian pinjaman. Sistem perbankan di
Indonesia terdiri dari dua kategori, yaitu perbankan konvensional dan
perbankan berbasis syariah. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan
Syariah Nomor. 21 tahun 2008, bank syariah merupakan lembaga
keuangan yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah.!!

Pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank Syariah untuk
menegakkan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik dilaksanakan
oleh OJK, mirip dengan yang dilakukan pada perbankan konvensional,
tetapi dengan regulasi dan pengawasan yang khusus untuk Bank Syariah.
Sistem kepemimpinan Sebenarnya, isu kepatuhan Syariah merupakan hal
yang khas bagi bank syariah, karena pada dasarnya, bank syariah adalah
lembaga keuangan yang menyediakan produk-produk yang memenuhi
prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat penting
karena menjadi dasar utama dalam berdirinya perbankan syariah. Selain
itu, ketaatan pada prinsip-prinsip syariah dianggap sebagai kekuatan utama

perbankan syariah itu sendiri. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar

1 Humas OJK, Perbankan Syaiah dan Kelembagaannya, Otoritas Jasa Keuangan, kamis, 2017,
Jakarta
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Syariah menjamin keadilan serta pengelolaan yang efektif dalam proses
pengadaan.

Sistem dan cara kerja yang menjamin kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip Syariah adalah masalah penting dalam pengaturan perbankan
syariah. Organisasi yang memiliki peranan krusial dalam hal ini adalah
Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN).
Undang-Undang No 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah
memberikan kuasa kepada lembaga tertentu, yaitu Majelis Ulama
Indonesia (MUI), yang tugasnya dilaksanakan oleh Dewan Syariah
Nasional MUI (DSN-MUI), untuk menerbitkan fatwa mengenai
kesesuaian produk perbankan Syariah. Kedua, peraturan perbankan di
Indonesia (yang sekarang dikenal sebagai POJK) mengatur bahwa
lembaga perbankan hanya diperbolehkan untuk memasarkan seluruh
produk perbankan syariah kepada masyarakat setelah mendapatkan fatwa
dari Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
serta memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada tingkat operasional, setiap bank syariah diwajibkan untuk
memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peran DPS adalah melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat Syariah terkait apakah aktivitas bank
tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Mendukung atau
menolak Syariah serta mengembangkan produk yang akan diajukan
kepada Dewan Syariah Nasional untuk mendapatkan fatwa. Selain fungsi

tersebut, bank syariah juga memiliki peran dalam melakukan audit internal
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yang berfokus pada pemantauan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
syariah untuk mendukung Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta
melaksanakan audit eksternal. Secara umum, terdapat jenis Bank Syariah
yang meliputi bank konvensional dan Bank Umum Syariah (BPRS).
Namun, BPRS tidak diizinkan untuk menerima simpanan dalam bentuk
giro maupun terlibat dalam transaksi sistem pembayaran.

Dalam struktur kelembagaan, terdapat bank syariah yang
beroperasi penuh, yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan juga unit
usaha syariah dalam bentuk Bank Umum Syariah (UUS). Distribusi
sumber daya ini mirip dengan yang diterapkan oleh bank konvensional.
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-
Undang Perbankan Syariah mengharuskan setiap entitas yang beroperasi
dalam pengumpulan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan
maupun investasi, untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari
OJK Syariah.'?

Eksistensi perbankan syariah dan kemajuan lembaga keuangan
syariah yang bersifat informal telah dimulai sebelum adanya peraturan
hukum resmi yang menjadi dasar perbankan di Indonesia. Sebelum tahun
1992, sejumlah lembaga keuangan yang bukan bank muncul dan mulai
menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasional mereka. Ini
mencerminkan tuntutan masyarakat terhadap keberadaan institusi

keuangan yang mampu menyediakan layanan finansial yang sesuai dengan

2 Humas OJK, Perbankan Syaiah dan Kelembagaannya, Otoritas Jasa Keuangan, kamis, 2017,

Jakarta.
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prinsip-prinsip syariah. Kebutuhan masyarakat telah dipenuhi melalui
implementasi sistem perbankan sesuai syariah.  Pemerintah telah
mempertimbangkan kemungkinan ini dalam peraturan yang baru.
Undang-Undang Perbankan Nomor. 7 tahun 1992, secara tidak langsung
menciptakan kesempatan untuk usaha yang berlandaskan pembagian
keuntungan, sesuai dengan ketentuan dalam SK No. 72 Tahun 1992
tentang Bank Bagi Hasil. Ketentuan-ketentuan ini dijadikan landasan
hukum bagi operasional bank syariah di Indonesia.
2. Asas — Asas Bank Syariah

Dasar-dasar transaksi syariah dapat dijelaskan sebagai prinsip-
prinsip yang mendasari pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan syariah.
Prinsip ini diterapkan sebagai langkah untuk mencegah kemungkinan
adanya elemen riba, gharar, dan maisir dalam transaksi. Dasar dari
transaksi syariah ini mengatur berbagai jenis transaksi sesuai dengan
prinsip syariah, termasuk di dalamnya transaksi jual beli, sewa menyewa,
serta perjanjian-perjanjian lainnya. Berikut adalah sejumlah prinsip dasar
dalam transaksi syariah yang perlu dimengerti dan dijalankan oleh semua
pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi syariah.

a) Asas Persaudaraan (Ukhwuhah) : Prinsip ini menekankan
betapa pentingnya adanya hubungan yang saling memberikan
manfaat antara kedua pihak yang terlibat dalam transaksi
syariah.

b) Asas Keadilan (Adl) : Prinsip yang menekankan signifikansi
penegakan keadilan dalam transaksi berdasarkan syariah.

c) Asas Kebermanfaatan (Maslahah) : Prinsip yang menyoroti
signifikansi dari interaksi yang memberikan keuntungan atau

manfaat bagi kedua pihak yang terlibat serta untuk masyarakat
secara luas.
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d) Asas Keseimbangan (Tawazun) : Prinsip yang mengutamakan
perlunya mempertahankan harmoni dalam transaksi sesuai
syariah.

e) Asas Universal (Syumuliyah) : Prinsip ini menyoroti
signifikansi transaksi yang sejalan dengan nilai-nilai universal
serta norma-norma fundamental yang terdapat dalam Islam.

3. Jenis — Jenis Akad Pada Bank Syariah

Akad dalam Bank Syariah berperan penting untuk menentukan

sejauh mana transaksi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah. Dengan kata lain, apabila suatu transaksi berlandaskan pada akad,
maka semua pihak yang terlibat akan merasakan kenyamanan dan
keamanan yang lebih. Berikut adalah berbagai tipe akad yang terdapat

pada bank syariah: .

a) Wadiah : Akad penitipan barang atau dana antara pihak yang memiliki
barang atau uang dan pihak yang diberi amanah, dengan maksud untuk
melindungi keselamatan, keamanan, dan kondisi utuh dari barang atau
uang tersebut.

b) Mudharabah : Akad kerjasama dalam suatu usaha melibatkan dua
pihak; pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang
menyediakan seluruh bentuk modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib,
atau nasabah) yang bertugas sebagai pengelola dana. Kesepakatan ini
diatur dalam sebuah akad. Dalam hal kerugian, beban sepenuhnya

ditanggung oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan

kesalahan dengan sengaja, kelalaian, atau melanggar perjanjian.
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c) Musyarakah : Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk tujuan
tertentu di mana setiap pihak menyumbangkan sejumlah dana sesuai
dengan kesepakatan.

d) Murabahah : Akad pembiayaan suatu barang dilakukan dengan
menetapkan harga pembelian kepada pembeli, yang kemudian
membayar dengan jumlah yang lebih tinggi sebagai profit yang telah
disetujui.

e) Salam : Akad pembiayaan untuk suatu barang dilakukan melalui
proses pemesanan dan pembayaran harga di muka, berdasarkan
ketentuan tertentu yang telah disetujui bersama.

f) Istisna : Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan produksi
barang tertentu yang disetujui oleh pihak pemesan atau pembeli
(mustashni') dan pihak penjual atau produsen (shani').

g) ljarah : Akadpenyediaan dana yang bertujuan untuk mengalihkan hak
penggunaan atau manfaat dari suatu barang atau jasa melalui transaksi
sewa, tanpa adanya pengalihan kepemilikan barang tersebut.

h) ljarah Muntahiyah Bit Tamlik : Akad penyediaan dana yang bertujuan
untuk memindahkan hak penggunaan atau keuntungan dari suatu
barang atau layanan melalui transaksi sewa dengan pilihan untuk
beralihnya kepemilikan barang.

i) Qardh : Akad pinjaman uang kepada klien dengan syarat bahwa klien
harus mengembalikan uang yang diterimanya pada waktu yang telah

disetujui.
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4. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Konsep pendirian bank syariah di Indonesia telah ada sejak tahun
1970-an. Konsep ini dibahas dalam seminar nasional mengenai hubungan
Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah pada tahun 1974, serta
dalam seminar internasional yang diadakan oleh Lembaga Studi IImu-ilmu
Sosial (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal lka pada tahun 1976.
Setelah dilakukan penelitan yang komprehensif, upaya untuk mendirikan
bank syariah menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah
ketiadaan landasan hukum yang mengatur operasi bank berdasarkan
prinsip jual beli. Jika bank syariah tetap beroperasi, maka hal tersebut
tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-
pokok perbankan yang berlaku pada saat itu. Selain kendala tersebut,
kemunculan bank syariah juga dikaitkan oleh beberapa pihak dengan
faktor ideologi yang dianggap sebagai bagian dari konsep negara Islam.

Pada tahun 1988, ide tentang bank syariah kembali diperkenalkan.
Hal ini terjadi setelah pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Oktober
(PAKTO) yang mencakup liberalisasi sektor perbankan di Indonesia.
Setelah menerima rekomendasi dari Lokakarya ulama mengenai bunga
bank serta perbankan yang diadakan di Cisarua, Bogor pada tanggal 19-22
Agustus 1990, hasil dari lokakarya tersebut dibahas secara mendetail
dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang

berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada 22-25 Agustus 1990.
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Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia memberikan
pilihan baru dalam layanan perbankan yang semakin beragam bagi
masyarakat Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia adalah salah satu
negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, saat ini tercatat bahwa
lebih dari 85% dari total populasi di Indonesia adalah Muslim.

Meskipun Indonesia memiliki potensi yang sangat besar,
perkembangan dan pertumbuhan sektor perbankan syariah telah
berlangsung dengan cepat. Namun, perbankan syariah hanya menguasai
sekitar 3,5% dari total pangsa pasar perbankan di Indonesia. Hal ini
diperkuat oleh data statistik perbankan yang dirilis oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) melalui situs resminya.

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat
dijelaskan sebagai berikut: .

a. Pada bank konvensional, penetapan bunga dilakukan saat perjanjian
tanpa mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Sementara itu,
pada bank syariah, besar margin jual beli ditentukan pada saat
perjanjian dengan memperhatikan potensi keuntungan dan kerugian.

b. Pada bank konvensional, besaran persentase ditentukan berdasarkan
jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Sementara itu, di bank Islam
(syariah), rasio transaksi jual beli ditetapkan berdasarkan jumlah
keuntungan yang diperoleh.

c. Pada bank konvensional, pembayaran bunga dilakukan secara tetap

sesuai dengan yang telah disepakati, tanpa memperhatikan apakah
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proyek yang dijalankan nasabah menghasilkan keuntungan atau malah
merugi.  Sementara itu, pada bank syariah, transaksi jual beli
didasarkan pada keuntungan; bila terjadi kerugian, kedua pihak akan
menanggungnya bersama-sama.

d. Pada bank konvensional, total pembiayaan bunga tidak mengalami
kenaikan meskipun keuntungan meningkat secara signifikan atau
dalam situasi ekonomi yang sedang berkembang pesat. Sebaliknya,
pada bank syariah, jumlah pembagian keuntungan meningkat seiring
dengan bertambahnya pendapatan.

e. Pada bank konvensional, keberadaan bunga sering kali dipertanyakan
dan dikritik oleh seluruh agama Islam. Bank syariah tidak perlu
diragukan kevalidan keuntungan dari transaksi jual beli.

B. Tinjauan Umum Dasar Hukum Bank Syariah
1. Undang-Undang 21 Tahun 2000 Tentang Perbankan Syariah
Peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang perbankan syariah. Peraturan ini mulai efektif pada tanggal
16 Juli 2008. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, antara lain:
a) Prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian
b) Perizinan usaha bank syariah
c¢) Jenis dan kegiatan usaha bank syariah
d) Kelayakan penyaluran dana
e) Pemegang saham pengendali, dewan komisaris, dan direksi
f) Dewan Pengawas Syariah

g) Tata kelola, termasuk transparansi, akuntabilitas, pertanggung
jawaban, profesionalisme, dan kewajaran
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2. Fatwa Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah
Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan Nomor
04/DSNMUI/IV/2020 tentang Murabahah (Dewan Syariah Nasional-MUI,
2000).
1) Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

a. Bank dan debitur perlu melaksanakan perjanjian murabahah yang
tidak mengandung unsur riba.

b. Produk yang diperdagangkan tidak dilarang oleh hukum syariah
Islam.

c. Bank memberikan pendanaan untuk sebagian atau keseluruhan
harga pembelian barang yang telah disetujui kualifikasinya.

d. Bank melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah
menggunakan nama bank sendiri, dan pembelian ini harus
dilakukan secara legal dan tanpa unsur riba.

e. Bank harus menginformasikan segala hal yang terkait dengan
proses pembelian, contohnya jika pembelian dilakukan dengan cara
berutang.

f. Bank kemudian menawarkan barang tersebut kepada nasabah
(pembeli) dengan harga jual yang merupakan hasil penambahan
dari harga beli ditambah dengan keuntungan yang diperoleh.

Dalam hal ini, bank perlu menginformasikan dengan transparan
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mengenai harga dasar produk kepada nasabah, beserta biaya yang
harus dikeluarkan.

0. Nasabah melakukan pembayaran untuk barang yang telah disetujui
harganya dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati
bersama.

2) Ketentuan Murabahah kepada Nasabah :

a. Nasabah mengajukan permintaan dan kesepakatan untuk membeli
sebuah barang atau aset kepada pihak bank.

b. Apabila bank menyetujui permohonan itu, ia diwajibkan untuk
terlebih dahulu memperoleh aset yang diminta secara resmi dari
pedagang.

c. Bank kemudian menyediakan aset tersebut kepada nasabah, dan
nasabah diwajibkan untuk menerima (membeli) sesuai dengan
kesepakatan yang telah dibuat, karena secara hukum, kesepakatan
tersebut bersifat mengikat. Selanjutnya, kedua pihak harus
menyusun kontrak jual beli.

d. Dalam transaksi jual beli ini, pihak bank diperkenankan untuk
meminta nasabah memberikan uang muka pada saat
menandatangani perjanjian awal pemesanan.

e. Jika nasabah kemudian tidak setuju untuk membeli barang itu,
biaya sebenarnya yang dibebankan oleh bank harus diambil dari
uang muka yang telah dibayarkan. Apabila jumlah uang muka

tidak mencukupi untuk menutupi kerugian yang ditanggung oleh
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bank, maka bank berhak untuk menuntut sisa kerugian tersebut dari

nasabah.

f. Jika uang muka menggunakan kontrak, urbun dapat dijadikan
pilihan sebagai pengganti uang muka, maka:

a) Apabila nasabah memilih untuk membeli barang itu, ia hanya
perlu melunasi sisa pembayaran.

b) Apabila nasabah membatalkan pembelian, uang muka akan
menjadi hak bank, dengan jumlah maksimum sesuai kerugian
yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; jika
uang muka yang diberikan tidak mencukupi, nasabah
berkewajiban untuk membayar selisihnya.

3) Jaminan dalam Murabahah :
a. Jaminan pada murabahah diperbolehkan untuk memastikan bahwa
nasabah benar-benar serius terhadap pesanan yang dibuatnya.
b. Bank dapat meminta nasabah untuk memberikan jaminan yang
dapat disimpan.
4) Utang dalam Murabahah:

Pada dasarnya, penyelesaian utang pelanggan dalam transaksi
murabahah tidak berhubungan dengan transaksi lain yang dilakukan
oleh pelanggan dengan pihak ketiga terkait barang tersebut. Apabila
nasabah menjual barang tersebut dengan mendapatkan untung atau
mengalami kerugian, ia tetap wajib untuk melunasi utangnya kepada

bank. Apabila nasabah melepas barang itu sebelum periode cicilan
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selesai, ia tidak diwajibkan untuk langsung melunasi semua cicilannya.

Apabila penjualan barang itu berakibat pada kerugian, nasabah tetap

wajib melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat

sebelumnya. la tidak diperkenankan menunda pembayaran cicilan atau
meminta agar kerugian tersebut diperhitungkan.
5) Penundaan Pembayaran dalam Murabahah :

a. Nasabah yang memiliki kemampuan diharapkan tidak menunda
pelunasan utangnya.

b. Apabila nasabah secara sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran,
atau jika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawabnya,
maka penyelesaian akan dilakukan melalui 18 Badan Arbitrasi
Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui diskusi.

6) Bangkrut dalam Murabahah:

Apabila nasabah sudah dinyatakan bangkrut dan tidak dapat
membayar utangnya, bank diwajibkan untuk menunda penagihan utang
hingga debitur mampu membayarnya kembali, atau sesuai dengan
kesepakatan yang telah dibuat.

C. Tinjauan Tentang Pelaksaan Akad Murabahah
1. Pengertian Akad Murabahah
Murabahah merupakan perjanjian transaksi jual beli yang terjadi
antara lembaga keuangan dan pelanggan. Bank syariah mengakuisisi
barang-barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menawarkan

produk tersebut kepada nasabah yang memerlukannya dengan harga yang
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mencakup biaya serta margin keuntungan yang telah disepakati antara
bank syariah dan nasabah. Murabahah merupakan sebuah perjanjian yang
dilakukan dengan metode perdagangan barang dengan memanfaatkan
selisih keuntungan. Skema ini juga memungkinkan akses pendanaan
usaha melalui perjanjian Murabahah. Keuntungan bank ditentukan oleh
selisih atau profitabilitasnya. Pembiayaan melalui akad murabahah ini
berlandaskan pada keuntungan (ribhun) dari penjualan yang dilakukan
secara cicilan atau sekaligus.*®

Para ulama mengklasifikasikan transaksi jual beli menjadi dua
kategori, yaitu musawamah (tawar-menawar) dan murabahah (keuntungan
bersama). Murabahah, dalam pengertian bahasa, adalah bentuk dari kata
Ribhun yang bermakna tambahan atau peningkatan. Murabahah
didefinisikan oleh para ahli figih sebagai transaksi penjualan barang
dengan harga yang berasal dari biaya atau harga pokok barang tersebut,
ditambahkan dengan markup atau margin keuntungan yang telah disetujui
oleh kedua pihak. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor. 04/DSN-MUI/1V/2000,
dijelaskan bahwa murabahah merupakan suatu bentuk jual beli di mana
penjual mengungkapkan harga pembelian barang tersebut, dan pembeli
melakukan pembayaran dengan harga yang lebih tinggi sebagai

keuntungan.

13 lvan Lanin, mengenal Transaksi Akad Murabahah, Proxsis Banking. Jakarta, hal.1.
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Akad murabahah termasuk dalam kategori bai'ul amanah dan
sering disebut sebagai transaksi jual beli yang dapat dipercaya. Di tempat
ini, penjual atau lembaga keuangan syariah memberikan informasi yang
terbuka dan terpercaya kepada konsumen terkait dengan biaya pokok dan
keuntungan yang diterapkan. Murabahah pada intinya adalah suatu
transaksi jual beli barang di mana harga dan keuntungan yang
sesungguhnya sudah dipahami dan disetujui sebelumnya oleh kedua pihak
yang terlibat. Akad murabahah dalam bank syariah dapat dipahami
sebagai suatu bentuk perjanjian yang umum dipakai untuk memperoleh
barang melalui bank sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan kemudian
dijual kepada pelanggan tersebut dengan harga beli serta margin
keuntungan yang telah disetujui sebelumnya.

2. Jenis-Jenis Akad Murabahah

Tersedia dua jenis akad Murabahah :

a. Murabahah dengan pesanan. Dengan kata lain, transaksi penjualan
dianggap selesai setelah penjual mendapatkan produk yang telah
dipesan oleh pembeli sebelumnya. Perintah tersebut bisa jadi memiliki
kekuatan kewajiban atau tidak. Apabila sudah terikat, pembeli tidak
diperkenankan untuk membatalkan pesanan dan diwajibkan untuk
melunasi pembayaran barang yang telah dipesan. Tentu, jika harga
barang yang dibeli menurun sebelum diserahkan kepada pembeli, maka
penurunan kontrak dan nilai tersebut akan menjadi tanggung jawab atau

beban bagi penjual. Sebaliknya, apabila tidak bersifat mengikat,
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pembeli tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran atau bisa
membatalkan pesanan yang dibuat kepada Penjual.

b. Murabahah tanpa pesanan. Dengan kata lain, seorang penjual bisa
memperoleh barang tanpa harus menunggu pelanggan atau pembeli
untuk melakukan pemesanan terlebih dahulu. Tipe kontrak Murabaha
ini bersifat tidak mengikat.

3. Kelebihan dan Kegunaan Akad Murabahah
Murabahah sering dipilih dalam proses transaksi perdagangan.

Sudah pasti terdapat berbagai kelebihan dan manfaat, antara lain: .

a. Keuntungan telah dikenali dan ditetapkan dengan jelas di awal transaksi
serta merupakan hasil dari kesepakatan antara kedua pihak. Ini
tentunya berbeda dari kontrak lainnya di mana keuntungan tidak bisa
ditentukan di awal, karena perlu disesuaikan setelah hasil perdagangan
Klien terungkap.

b. Margin atau keuntungan murabahah bersifat tetap dan tidak dapat
diubah setelah disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Transaksi murabahah, Kketika dieksekusi secara kredit, dianggap
berisiko rendah karena tidak tergantung pada persyaratan klien apakah
menghasilkan keuntungan atau kerugian.

d. Investasi dan pembiayaan konsumen seperti pembayaran cicilan untuk
perumahan dan mobil cukup untuk modal kerja.

e. Untuk membiayai kebutuhan produktif seperti mesin produksi,

peralatan kantor
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f. Jenis dan cara pembayaran, beserta durasi pembayarannya, akan

ditentukan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

4. Syarat dan Ketentuan Akad Murabahah
Akad Murabahah memiliki ketentuan-ketentuan yang perlu
dipenuhi. Syarat-syarat untuk ketentuan akad murabahah adalah sebagai

berikut: .14

a. Keinginan untuk melakukan transaksi harus berasal dari kehendak
sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain mana pun.

b. Bank dan nasabah wajib melakukan perjanjian murabahah secara
sukarela tanpa mengenakan riba.

c. Tanpa pengecualian, bank harus mengirimkan semua informasi yang
berhubungan dengan transaksi pembelian itu. Sebagai contoh, apabila
transaksi dilakukan dengan metode kredit.

d. Bank selanjutnya memasarkan barang tersebut kepada konsumen yang
melakukan pemesanan dengan harga jual, yang merupakan akumulasi
dari harga beli ditambah margin keuntungan. Bank perlu secara
transparan memberikan informasi kepada nasabah mengenai nilai
properti dan biaya tambahan yang diperlukan. Contohnya, biaya, tarif

pengiriman barang, dan sebagainya.

14 Hediebrigina, Analis Pembiayaan, Rabu, Tanggal 8, Jam 11
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e. Nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah

disepakati untuk barang dalam periode waktu yang telah ditentukan.
f.  Untuk menghindari penyalahgunaan dan kerusakan pada kontrak, bank

dapat menjalin kesepakatan khusus dengan nasabah.
g. Bank juga dapat menghampiri nasabah untuk melakukan pembelian

barang.
h. Adanya ijab dan gobul
Pelaksanaan Prinsip Murabahah

Pelaksanaan prinsip Murabahah antara bank yang bertindak
sebagai penjual dan nasabah yang berperan sebagai pembeli mengikuti
ketentuan syariah dan diatur sesuai dengan peraturan umum yang berlaku
untuk nasabah bank yang memerlukan barang. Bank setuju untuk
menyediakan dana untuk pembelian barang sesuai dengan permintaan
Nasabah dan menyatakan setuju untuk melakukan pembiayaan Muravaha
kepada Nasabah berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Pelanggan setuju
untuk berkomitmen dan membayar jumlah sesuai dengan kewajiban
Pelanggan. Dengan perjanjian ini, nasabah mengakui bahwa ia berutang
kepada bank sejumlah utang nasabah berdasarkan persyaratan pinjaman
Murabahah antara para pihak, dan pengiriman barang akan dilakukan
langsung dari bank kepada nasabah.
Nasabah Cidera Janji Dalam Melaksanaan Akad Murabahah
Jika Pelanggan gagal melaksanakan kewajibannya dengan benar

atau melanggar ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini, Pelanggan akan
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dinyatakan melanggar kontrak. Berikut ini termasuk, namun tidak terbatas

pada, contoh kelalaian atau pelanggaran Perjanjian Murabahah.

a. Pelanggan tidak berhasil memenuhi atau melunasi kewajiban
pembayaran pada waktu yang telah disetujui sesuai dengan tanggal
jatuh tempo atau rencana cicilan yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak.

b. Jika Nasabah mengikuti atau tidak mematuhi satu atau lebih ketentuan
dalam Perjanjian ini.

c. Nasabah melakukan pelanggaran terhadap hukum dan regulasi yang
ada saat Perjanjian ini disusun atau yang mungkin berlaku di masa
yang akan datang.

d. Jika Nasabah atau pihak ketiga mengajukan kebangkrutan dengan
bank.

e. Jika karena alasan apa pun garansi dibatalkan atau dicabut seluruhnya
atau sebagian sebagai akibat dari keputusan pengadilan, atau nilai
garansi berkurang hingga tidak lagi cukup untuk menutupi semua
kewajiban Anda, satu atau lainnya, berdasarkan analisis dan hasil yang
diperoleh oleh bank.

f. Apabila kondisi keuangan nasabah tidak memadai untuk memenuhi
kewajiban pembayaran kepada bank, baik disebabkan oleh kesalahan

maupun kelalaian yang disengaja dari pihak nasabah.
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g. Harta nasabah yang telah dialihkan ke bank seluruhnya atau sebagian
sebagai jaminan atau belum dijaminkan kepada bank akan diserahkan
kepada pihak ketiga untuk disita dengan jaminan atau penegakan.

h. Nasabah yang terdaftar dalam kategori kredit bermasalah atau dalam
daftar negatif yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau lembaga
terkait lainnya.

i. Nasabah menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun tertulis,
yang tidak akurat mengenai karakteristik aset, pendapatan, surat
berharga, serta informasi atau dokumen lainnya yang diserahkan
kepada Bank terkait dengan kewajiban Nasabah kepada Bank. Barang
dan/atau bukti yang terdapat dalam formulir pemesanan yang
ditandatangani oleh individu yang tidak memiliki wewenang untuk
menandatangani, serta tanda terima atau pengalihan yang tidak valid.

j. Nasabah meminta penundaan pembayaran, wanprestasi, menyatakan
kebangkrutan, likuidasi, dan hal lain yang dapat memengaruhi kontrak
yang disepakati

k. Nasabah yang disediakan oleh Bank sebelum atau setelah Murabahah,
terdapat kewajiban kepada pihak ketiga yang tidak akan
diinformasikan kepada Bank sebelum penerbitan atau pengambilan
kewajiban lainnya.

I.  Nasabah meninggal dunia, dibubarkan (terlepas dari apakah pelanggan
adalah badan hukum), meninggalkan tempat tinggalnya, pergi ke lokasi

yang tidak dikenal selama lebih dari dua bulan, dalam kondisi berisiko,
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atau ditangkap atau ditahan oleh pihak berwenang, terlibat dalam
peristiwva Bank Dunia percaya itu bisa membahayakan pembiayaan
kontrak Murabaha

m. Muncul keadaan yang, menurut pandangan bank, membuat bank tidak

dapat memenuhi kewajiban bank.

7. Landasan Hukum Akad Murabahah

Dasar hukum dari pembiayaan dengan akad murabahah merujuk
pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/I1V/2000.
Bank syariah memiliki kewajiban terhadap masyarakat, termasuk dalam
hal kesejahteraan dan berbagai usaha untuk meningkatkannya. lokasi
untuk individu yang memerlukan pertolongan. Penjualan suatu barang
menunjukkan harga beli kepada konsumen, yang membayar harga yang

lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan.

D. Pembiayaan Pada Bank Syariah

Pembiayaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah untuk
menyediakan dana kepada pihak di luar bank dengan berlandaskan pada
prinsip-prinsip syariah.  Pendistribusian dana dalam bentuk pembiayaan
bergantung pada kepercayaan yang diperlihatkan oleh pemilik dana kepada
penerima dana. Pendanaan yang disalurkan oleh bank syariah memiliki
perbedaan dengan pinjaman yang ditawarkan oleh bank konvensional. Dalam

sistem perbankan syariah, imbal hasil dari pembiayaan tidak diperoleh dalam
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bentuk bunga, melainkan dalam format lain yang sesuai dengan perjanjian
yang ada di lembaga bank syariah.®

Dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak digunakan karena bank
syariah memiliki model yang berbeda dibandingkan dengan bank
konvensional dalam memberikan dana kepada pihak yang memerlukan. Bank
syariah memberikan dananya kepada nasabah melalui skema pembiayaan.
Berdasarkan undang-undang perbankan nomor. 10 tahun 1998, pembiayaan
mengacu pada penyediaan dana atau dokumen yang dianggap sepadan, yang
dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak
lainnya yang menerima pembiayaan. Pihak yang menerima dana tersebut
diwajibkan untuk mengembalikan uang atau dokumen tersebut setelah periode
tertentu, dengan imbalan atau pembagian hasil sebagai kompensasi.

Bank syariah perlu memahami proses pencairan dana pinjaman
sebelum menandatangani perjanjian. Pembiayaan syariah merupakan proses
penyediaan dana atau tagihan yang sebanding dan pengembalian dana atau
tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan skema bagi hasil, yang
didasarkan pada kesepakatan atau pemahaman antara bank dan pihak
peminjam. Sediakan opsi kredit atau pembiayaan yang berbasis pada bagi
hasil serta jual-beli kepada pelanggan Anda tanpa adanya bunga tetap,
memberikan ketenangan pikiran. Pelanggan menerima barang, bukan uang

tunai, dan tidak ada bunga yang dibayarkan di awal.

15 Ismail, 2011.
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1. Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran terbagi menjadi
tiga yaitu :

a. Return Bearing Financing, yaitu dalam bentuk pembiayaan yang
ekonomis di mana investor bersedia menanggung risiko kerugian,
sementara debitur juga dapat meraih keuntungan.

b. Retrun Free Financing, Dengan demikian, cara pendanaannya bukan
hanya sekadar meminta imbal hasil untuk diserahkan kepada mereka
yang memerlukan, tanpa memperoleh keuntungan apa pun.

c. Charity Financing, Dengan kata lain, ini merupakan jenis pendanaan
yang ditujukan bagi individu atau kelompok dari lapisan menengah ke
bawah yang membutuhkan, tanpa mengutamakan pencarian
keuntungan.

2. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi syariah merujuk pada pendanaan jangka
pendek atau jangka panjang yang ditujukan untuk membeli peralatan
modal yang dibutuhkan dalam memulai usaha baru, memperluas,
memindahkan proyek yang sudah ada, serta memperbarui atau mengganti
mesin-mesin pabrik. Kontrak murabahah juga sering diterapkan dalam
bentuk pembiayaan investasi syariah ini.

Dalam hal ini, ada masalah dengan pendanaan. Kualitas pinjaman
tidak bisa turun tiba-tiba, tetapi selalu menghadirkan tanda-tanda
peringatan pertama atau kausalitas selama proses pinjaman. Pembiayaan

Tertekan didefinisikan sebagai persyaratan pinjaman yang memiliki
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perbedaan material dalam pembayaran pinjaman yang mengakibatkan
keterlambatan pembayaran, tindakan hukum pada saat pembayaran, atau
potensi kerugian. Dengan kata lain, pembiayaan buruk adalah pembiayaan
buruk dan kekurangan. Di atas segalanya, ada beberapa faktor dalam
pembiayaan utang.
1) Bank
Proses pembiayaan non-prosedural dan mempercepat proses sehingga
tidak ada penelitian analisis data dan insentif untuk mengejar tujuan.
2) Nasabah
Ketidakmampuan nasabah untuk mengendalikan bisnisnya dan
memelihara kondisi keuangan yang konsisten dengan operasi bisnis
yang sehat, penyediaan informasi dan laporan nasabah yang tidak jujur
mengenai bisnisnya, kondisi keuangan hutang, piutang, persediaan dan
hal-hal lain
3) Perubahan dari Siklus
Upaya yang berada di luar pengendalian bank atau pelanggan, seperti
bencana alam, penyakit, atau kehilangan nyawa.

Ada tanda-tanda awal pendanaan bermasalah dengan berbagai
implikasi. Ketidak teraturan keuangan, termasuk pelaporan keuangan yang
tidak teratur, peningkatan piutang, penagihan yang tertunda, membangun
kepercayaan, perputaran persediaan yang lambat, dan lain lain. Hal ini
termasuk dampak dari meningkatnya kerugian atau berkurangnya

keuntungan karena penyesuaian nilai kreatif yang besar (CKPN),
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pengurangan modal, penurunan dan penurunan kesehatan pendanaan,
likuidasi bank atau tindakan untuk menyelesaikan semua harta dan
tanggungan bank. Melalui penutupan bank, pencabutan izin usaha, serta
proses likuidasi, kegagalan untuk memperluas pembiayaan, penurunan
reputasi bank, tidak adanya atau transfer investor modal, kurangnya minat
investor lain dalam menanamkan modal, dan lain lain.

Panduan praktis untuk menyelesaikan masalah pinjaman adalah
pola pikir untuk menghadapi pinjaman bermasalah. Selalu bersikap positif
dan selalu berhati-hati. Jika Anda mengalami masalah, bersabarlah dan
cobalah untuk mencari tahu apa yang membuat penggalangan dana
menjadi sulit dan apa solusi untuk memperbaiki masalah tersebut.

E. KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah jenis pinjaman yang
diperuntukkan bagi pembelian rumah atau kebutuhan konsumsi lainnya, di
mana rumah itu sendiri berfungsi sebagai jaminan atau agunan. KPR Bank
NTB Syariah iB merupakan layanan pembiayaan dari Bank NTB Syariah yang
ditujukan untuk individu, khususnya untuk membeli rumah baik yang baru
maupun yang sudah ada. Jenis akad yang diterapkan adalah akad Murabahah
(transaksi jual beli), di mana debitur memiliki kebebasan dalam menentukan
lokasi properti KPR berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan pribadi, baik

dari segi lokasi maupun harga.
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan penulisan
hukum ini adalah penelitian kualitatif yang memiliki karakter normatif-
empiris. Hukum normatif-empiris merujuk pada pemahaman tentang hukum
dalam konteks norma (aturan) serta penerapan aturan tersebut dalam praktik
nyata sebagai dampak dari penerapan norma hukum. Tindakan tersebut dapat
diamati secara langsung dan menjadi bukti untuk menentukan apakah
masyarakat bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku (seperti undang-undang dan dokumen resmi lainnya).®

Penelitian hukum memiliki karakteristik normatif empiris, yaitu suatu
kajian yang mengintegrasikan prinsip-prinsip mengenai tindakan yang
seharusnya diizinkan atau dilarang, serta mengidentifikasi mana yang benar
dan salah (das sollen) dengan memperhatikan hukum sebagai fenomena yang
berkaitan dengan realitas sosial (das sein).!’

Penelitian kualitatif adalah sebuah metode dalam melakukan penelitian
yang fokus pada fenomena atau kejadian yang terjadi secara alami. Penelitian
kualitatif bersifat fundamental dan alami, serta tidak dapat dilaksanakan di
dalam laboratorium, tetapi dilakukan secara langsung di lapangan. Karena itu,
penelitian jenis ini biasanya dikenal sebagai penyelidikan naturalistik, atau

studi lapangan.

16 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press). 2020 him 115.
17 Dyah Ochtorina Susanti, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2020)
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Bogdan dan Taylor (1982) menjelaskan bahwa riset kualitatif
merupakan suatu metode penelitian yang mengumpulkan data deskriptif
berupa kata-kata yang tertulis atau diucapkan oleh individu, serta perilaku
yang dapat diobservasi. Pendekatan ini berfokus pada konteks dan individu
secara menyeluruh. Kirk & Miller menyatakan bahwa penelitian kualitatif
merupakan sebuah tradisi spesifik dalam ilmu sosial yang secara mendasar
mengandalkan pengamatan terhadap individu dalam konteks mereka sendiri
serta berinteraksi dengan mereka menggunakan bahasa dan terminologi yang
mereka pakai.'8
a. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Ada tiga jenis sumber pustaka yang dipakai oleh penulis dalam

penelitian ini, yaitu: .

a) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengungkapkan bahwa

bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat

otoritatif, yang berarti memiliki kekuasaan, yaitu merupakan produk

dari tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh lembaga yang

memiliki kewenangan untuk itu.  Sumber hukum utama bisa

berbentuk: .

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

3) Undang-undang Nomor  7/46/PBI/2005  Tentang  akad

18 Zuchri Abdussamand, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: CV. Syakir Media Press,2021)
him.30
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Penghimpunan Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah.

4) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/V1/2000
Tentang Pembiayaan Murabahah.

b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang dapat

memberikan Kklarifikasi atau penjelasan mengenai bahan hukum

primer. Sumber hukum sekunder dapat terdiri dari:

1) Buku-buku hukum dan penelitian ilmiah yang relevan dengan isu
yang akan dianalisis.

2) Jurnal-jurnal mengenai Hukum dan sosial yang relevan dengan isu
yang akan diteliti.

3) Temuan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan
dianalisis.

4) Makalah-makalah, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan
dengan isu yang akan diteliti.

5) Internet yang berhubungan dengan isu yang akan dianalisis.

¢) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan

arahan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder,

yang meliputi: .

1) Kamus Hukum

2) Kamus Bahasa Indonesia
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B. Pendekatan Penelitian
Berbagai metode pendekatan yang dapat diterapkan dalam penelitian
hukum normatif-empiris, antara lain:
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan hukum dilakukan dengan cara "mengkaji dan
menganalisis seluruh undang-undang serta peraturan yang berkaitan
dengan masalah hukum yang sedang ditangani. "°

2. Pendekatan Sosiologis (Sosiologis Approach)

Pendekatan sosiologis adalah suatu cara untuk "menganalisis
hukum dalam konteks sosial. " Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk
menjelaskan dan mengaitkan, menguji, serta mengkritisi penerapan hukum
formal dalam masyarakat. Namun, hukum selalu terkait dengan individu
dan masyarakat, sehingga penerapan hukum tidak terlepas dari realitas
sosial di mana hukum tersebut berkembang. Peraturan diciptakan untuk
mendorong individu dan masyarakat agar bertindak sesuai dengan yang
diinginkan oleh hukum.?

Penelitian ini mengaplikasikan metode pendekatan kualitatif karena
bertujuan untuk secara deskriptif menggali informasi mengenai pelaksanaan

akad Murabahah di Bank NTB Syariah Cabang Gerung.

19 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media,
2021), him.58
20 1bid. him.68

Page 56 of 91 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::14999:81598379



o

+ iThenticate Page 57 of 91 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::14999:81598379

43

C. Jenis dan Sumber Data
Data sekunder dan data primer. Data yang dikumpulkan secara
pertama kali dan data yang sudah ada sebelumnya. Sumber data merujuk pada
entitas atau tempat di mana informasi dikumpulkan. Karena sumber data
merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan
keberhasilan suatu penelitian. Studi ini memanfaatkan sumber data lapangan
(wawancara) untuk mengumpulkan data teoritis. Sumber informasi yang
dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Bahan hukum primer meliputi undang-undang, putusan pengadilan
atau yurisprudensi (terutama untuk penelitian yang bersifat studi kasus),
serta perjanjian internasional (traktat). Menurut Peter Mahmud Marzuki,
bahan hukum primer memiliki sifat yang otoritatif, yang berarti bahwa ia
memiliki kekuasaan karena merupakan hasil dari tindakan atau aktivitas
yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan tersebut.?! Data
primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dan
pengamatan terhadap pihak-pihak yang berhubungan, yaitu: Pimpinan,
Karyawan, dan Nasabah yang memanfaatkan akad Murabahah di Bank
NTB Syariah Cabang Gerung.
b. Data Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Ini bisa mencakup berbagai

2L Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani & Farkhani, Metodologi Riset Hukum, (Surakarta: Oase
Pustaka,2020) him 67.
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bentuk, seperti draf undang-undang, buku, artikel, karya penelitian, surat
kabar, pamflet, lefleat, brosur, dan informasi dari internet yang relevan
dengan tema penelitian yang sedang dilakukan.??
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menerapkan berbagai metode seperti:
a. Observasi
Yaitu teknik pengumpulan informasi melalui observasi langsung
di lokasi untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai peristiwa
yang sedang diteliti. Melakukan pengamatan secara langsung di Cabang
Gerung Bank NTB Syariah.
b. Wawancara
Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui
wawancara langsung dengan sumber informasi, yang mencakup pimpinan,
karyawan, dan nasabah di Bank NTB Syariah Cabang Gerung.
c. Dokumentasi
Dalam penelitian ini, juga dikumpulkan berbagai dokumen, baik
yang berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya penting dari individu
tertentu.  Teknik pencatatan ini berfungsi sebagai tambahan untuk
penerapan metode pengamatan dan interview. Dengan menerapkan
metode dokumentasi, peneliti akan langsung mengunjungi lokasi tersebut.

Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengakses dokumen-dokumen

22 |bid. him.68
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penting, seperti foto dan catatan dari narasumber, yang dapat mendukung
peneliti dalam mengumpulkan informasi.
E. Analisis Data
Pendekatan analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah
pendekatan kualitatif lapangan, mengingat informasi yang diperoleh disajikan
dalam bentuk narasi.  Kualitatif merupakan metode penelitian yang
menghasilkan data dalam bentuk deskripsi, yaitu informasi yang diperoleh

dari tulisan atau perilaku yang diamati pada individu.
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BAB IV
HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank NTB Syariah
1. Sejarah Bank NTB Syariah
Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB
Syariah) merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat, bekerja sama dengan Pemerintah Kota dan
Kabupaten di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah
didirikan dan mulai beroperasi pada 5 Juli 1964 dengan dasar: .

a. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.06 Tahun
1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa
Tenggara Barat, beserta beberapa perubahannya;

b. Disempurnakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa
Tenggara Barat N0.08 Tahun 1984 tentang Bank Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

c. Kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat No. 01 Tahun 1993 tentang Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat;

d. Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa
Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan
Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara
Barat tanggal 19 Maret 1999.%3

Perubahan Bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa
Tenggara Barat dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas (PT)
terjadi pada tanggal 19 Maret 1999. Ketentuan dan undang-undang yang
berhubungan dengan perubahan status tersebut meliputi: .

a. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa

Tenggara Barat No. 07 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk
Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari

23 https://bankntbsyariah.co.id
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Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret
1999;

b. Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Nusa Tenggara
Barat No.05 tanggal 21 April 1999;

c. Akta Pendirian No0.22 tanggal 30 April 1999 dihadapan
Samsaimun,SH pengganti Abdullah,SH., Notaris di Mataram;

d. Surat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI
dengan Surat Keputusan No.C.8225.HT.01.01.Th.99 tanggal 5
Mei 1999;

e. Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut telah dirubah sesuai
Akta Perubahan No. 03 tanggal 03 Maret 2008, dibuat
dihadapan Fikry Said, SH., Notaris di Mataram

f. Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI sesuai
Surat Keputusan No0.AHU.30716.AHA.01.02 tahun 2008
tanggal 6 Juni 2008

g. Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut terakhir dirubah
dengan Akta Nomor 53 tanggal 9 Desember 2011 dibuat
dihadapan Fikry Said, SH., Notaris di Mataram.

h. SK Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 11 Januari 2012
Nomor: AHU-01707.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah
Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada 13
Juni 2016, disepakati bahwa PT Bank NTB Syariah akan melakukan
konversi menjadi Bank NTB Syariah. Langkah ini diharapkan dapat
memberikan dorongan baru untuk memperkuat ekonomi rakyat yang adil di
Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan keputusan itu, proses konversi Bank
harus dilakukan melalui analisis menyeluruh dan sesuai dengan peraturan
yang ada.

Didirikan dengan visi menjadi Bank Syariah yang terpercaya,
unggul, dan menjadi pilihan utama masyarakat, Bank NTB Syariah
berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan perbankan syariah.

Tujuannya adalah untuk mendukung masyarakat dalam kegiatan transaksi

+ iThenticate Page 61 of 91 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::14999:81598379



+ iThenticate Page 62 of 91 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::14999:81598379

48

perbankan syariah dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Nusa
Tenggara Barat.

Seiring berjalannya waktu, Bank NTB Syariah terus mengalami
kemajuan dan kini telah memiliki total 50 kantor, yang mencakup 1 kantor
pusat, 12 kantor cabang, 24 kantor cabang pembantu, 6 kantor kas, dan 7
kantor layanan. Untuk meningkatkan kualitas layanan Bank NTB Syariah,
telah tersedia 255 ATM vyang tersebar di seluruh kota dan kabupaten se-
NTB. Bank NTB Syariah memiliki tenaga kerja yang terdiri dari 1.433
orang, baik pria maupun wanita, hingga tanggal 31 Desember 2021.

2. Visi dan Misi Bank NTB Syariah
a. Visi
Visi merupakan tujuan masa depan sebuah perusahaan, oleh
karena itu visi bank NTB Syariah yaitu Menjadi Bank Umum Syariah
yang Amanah, Terkemuka, dan Pilihan Masyarakat.
b. Misi
Selain menciptkan visi, juga dilakukan misi atau tahapan-
tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut, oleh sebab itu
misi dari bank NTB Syariah yaitu :
1) Memberikan layanan prima dan produk yang inovatif sesuai
kebutuhan nasabah.
2) Mengembangkan sumber daya insani yang profesional dan
sejahtera berbasis kinerja yang konsisten.
3) Memperluas akses dan transaksi melalui penerapan teknologi
yang handal.
4) Memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham

dan meningkatkan peran kepedulian sosial.
5) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
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3. Struktur Organisasi Bank NTB Syariah
Struktur organisasi adalah diagram dan penjelasan mengenai tugas
yang menunjukkan relasi serta tanggung jawab setiap karyawan di dalam
sebuah perusahaan. Dengan keberadaan struktur organisasi yang terdefinisi
dengan baik, semua aktivitas dapat dilakukan dengan efektif dan berfokus
pada tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan.?*

Gambar 3.1

A BankNTB

STRUKTUR ORGANISASI PT BANK NTB SYARIAH

Lawplinn
SK DRRBICSE: KUD/RS0A/SE 4/ 2011

Tanggal: 17 Deseetiuer 2031

24 https://bankntbsyariah.co.id
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Deskripsi Struktur Organisasi Bank NTB Syariah: .
1) RPUS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah badan tertinggi
dalam sebuah perusahaan yang memiliki hak dan kewenangan khusus
yang tidak diserahkan kepada direksi maupun komisaris, berdasarkan
anggaran dasar dan peraturan yang ada. Forum RUPS adalah wadah
yang krusial untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan.
Informasi yang diperoleh di sini menjadi landasan bagi RUPS untuk
mengambil keputusan terkait langkah-langkah strategis perusahaan dan
tindakan-tindakan umum sebagai badan hukum. Sebaliknya, forum
RUPS berfungsi sebagai tempat untuk menilai kinerja di berbagai aspek
operasional perusahaan, termasuk performa operasional itu sendiri.

2) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ dalam bank yang memiliki tugas
untuk mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh direksi, baik
secara umum maupun khusus, sesuai dengan anggaran dasar. Mereka
juga memberikan arahan dan saran agar perusahaan dapat dikelola
berdasarkan prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance (ICG).
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris
mengikuti Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank NTB Syariah No.
SK1/DK/0122/09/2018 yang ditetapkan pada 25 September 2018
tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Bank NTB

Syariah.
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3) Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah adalah badan otonom yang diusulkan
oleh DSN-MUI untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Tugasnya
adalah mengawasi pelaksanaan operasional agar sesuai dengan prinsip-
prinsip syariat.
4) Dewan Direksi
Dewan Direksi merupakan lembaga dalam perusahaan yang
memiliki tanggung jawab langsung terhadap perseroan sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar. Direksi memiliki
kewenangan dan tanggung jawab terhadap aspek internal perusahaan.
Mengawasi pelaksanaan audit internal dan melakukan langkah-langkah
tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan petunjuk dari Dewan
Komisaris. Dewan Direksi memiliki kewajiban untuk melaporkan
kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bentuk
tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, sesuai dengan prinsip-
prinsip good corporate governance.
5) General Manager dan Deputy
Manajer Umum dan Wakil Manajer merupakan bagian dari
struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab langsung kepada
dewan direksi. Memiliki hak untuk mengarahkan unit di Divisi melalui

pelaksanaan kegiatan operasional.
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6) Business Manager
Manajer Bisnis merupakan bagian yang mengelola sub produk
dari divisi terkait, yang bertanggung jawab secara langsung kepada
General Manager dan Wakilnya.
7) Analis
Analis merupakan individu yang mengawasi, menilai, mengatur,
dan melaksanakan suatu area dalam suatu departemen.
8) Staff
Staf merupakan individu yang mendukung pemimpin dalam
melaksanakan operasi suatu perusahaan atau organisasi.
4. Produk Bank NTB Syariah
Secara fundamental, bank syariah memiliki kesamaan dengan bank
konvensional.  Perbedaannya terletak pada dasar pelaksanaan yang
didasarkan pada kaidah-kaidah syariah. Aktivitas yang dilakukan oleh
Bank NTB Syariah di Cabang Gerung meliputi pengumpulan dana,
penyaluran dana, serta penyediaan layanan jasa.
a. Pengimpunan Dana/Simpanan
a) Giro iB Amanah
b) Tabungan Tambora iB Amanah
¢) Tambora Rencana iB Amanah
d) Tambora Bisnis iB Amanah

e) Tambora Prestise iB Amanah
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)
K)

1)

Tambora Junior iB Amanah
Tambora Milenial iB Amanah
Tabungan Tahara iB Amanah
Simpanan Pelajar iB Amanah
Simpeda iB Amanah
TabunganKu iB Amanah

Deposito iB Amanah

m) Deposito On Call

b. Pembiayaan Konsumtif

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)

Bale iB Amanah

Kendara iB Amanah

Sejahtera iB Amanah

Multiguna iB Amanah

Multijasa iB Amanah

Bale Sejahtera Bersubsidi iB Amanah
Emas iB Amanah

Bale Kontruksi Developer iB Amanah

c. Pembiayaan Produktif

a)
b)
c)
d)

e)

Modal Kerja iB Amanah
Investasi iB Amanah

Ultra Mikro Sejahtera iB Amanah
Tunas iB Amanah

Pembiayaan Rekening Koran Syariah
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f) Cash Collateral Financing
g) Anjak Piutang iB Amanah

d. Layanan & Jasa®®

B. Pelaksanaan Akad Murabahah atas Pembiayaan Rumah di Bank NTB
Syariah Cabang Gerung
1. Mekanisme Pembiayaan KPR pada Bank NTB Syariah Cabang
Gerung
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersama Ibu Hediebrigina,
yang bertindak sebagai Analis Pembiayaan, menggunakan metode
wawancara di Bank NTB Syariah Cabang Gerung. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah Cabang Gerung menawarkan
fasilitas pembiayaan melalui akad murabahah, yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk dalam hal
memperoleh tempat tinggal yang layak dan nyaman. Saat ini, membeli
sebuah rumah memerlukan investasi yang cukup besar. Oleh karena itu,
Bank NTB Syariah Cabang Gerung hadir untuk membantu nasabah
mewujudkan impian mereka memiliki tempat tinggal tanpa perlu memiliki
modal yang besar. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di Bank NTB
Syariah menawarkan cicilan yang terjangkau dan berlandaskan prinsip

syariah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang praktik riba.

25 https://bankntbsyariah.co.id
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Berikut adalah cara penerapan pembiayaan KPR di Bank NTB Syariah

Cabang Gerung: .%

Gambar 1.1
Skema Pembiayaan KPR

1. Nasabah memilih hunian
2. Penyerahan berkas dan
kesepakatan
3. Analisis \
Pembelian
Bank NTB Syariah < > Nasabah
Bayar Angsuran \
y
Pembelian —> Developer -

Penyerahan rumah

Dari diagram tersebut, terlihat bagaimana Bank NTB Syariah Cabang
Gerung melaksanakan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di kantor tersebut. Hasil

% Hediebrigina, bagian Analis Pembiayan Bank NTB Syariah Cab.Gerung. Pada hari Kamis 02
Januari 2025

i i age 69 o - Integrity Submission ubmission ID trn:oid::: K
+ iThenticate P 69 of 91 -1 Sub Sub 1D d:::14999:81598379



+ iThenticate Page 70 of 91 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::14999:81598379

56

wawancara dengan karyawan menunjukkan bahwa sebelum nasabah
mengajukan permohonan pembiayaan, mereka diwajibkan untuk mencari
informasi mengenai lokasi dan tipe rumah yang diinginkan. Hal ini
bertujuan agar proses pembiayaan oleh pihak bank dapat berjalan lebih
lancar. Setelah menemukan rumah tersebut, agar dapat memiliki tempat
tinggal yang layak dan nyaman melalui pembiayaan di Bank NTB Syariah
Cabang Gerung, nasabah perlu menyiapkan sejumlah dokumen dan bukti
pendukung sebagai syarat pengajuan pembiayaan. Syarat-syarat yang
diperlukan untuk produk Pembiayaan di Bank NTB Syariah Cabang Gerung
adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Bale Sejahtera Bersubsidi (FLPP) iB Amanah
1) Fotokopi KTP

2) Fotokopi Kartu Keluarga

3) Pasfoto Warna 3x4

4) Surat Keterangan Domisili

5) Fotokopi Surat Nikah

6) Fotokopi NPWP

7) Slip Gaji, Bukti Penghasilan, dll

8) Fotokopi Rekening Tabungan

9) Surat Keterangan Usaha (wirausaha)

10) Sertifikat Profesi (Tenaga Profesional)
b. Pembiayaan Bale Sejahtera Bersubsidi (Tapera) iB Amanah

1) Fotokopi KTP

2) Fotokopi Kartu Keluarga
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3) Pasfoto Warna 3x4

4) Surat Keterangan Domisili

5) Fotokopi Surat Nikah

6) Fotokopi NPWP

7) Slip Gaji, Bukti Penghasilan

8) Fotokopi Rekening Tabungan?’

Memiliki masa keanggotaan Tapera minimal 12 bulan. Setelah syarat
tersebut diserahkan kepada bank, bank akan melakukan penilaian dan
mempertimbangkan kelengkapan dokumen yang telah disampaikan.
Selanjutnya, pihak bank akan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi
(On The Spot) atau mengunjungi rumah yang akan dibeli oleh nasabah
(apabila bukan dari pengembang).

Bank NTB Syariah Cabang Gerung juga melaksanakan analisis 5C+S
(syariah) terhadap para nasabahnya. Prinsip 5C+S merujuk pada aturan yang
digunakan oleh bank syariah, di mana penting untuk memiliki kejelasan
terkait prosedur, pedoman, dan kebijakan dalam memberikan pembiayaan.
Hal ini bertujuan untuk menilai kualitas pembiayaan yang diberikan oleh
bank syariah kepada para nasabah. Salah satu langkah yang diambil oleh
bank syariah adalah dengan memahami pelanggan, sesuai dengan prinsip
mengenali nasabah. Tujuan penerapan prinsip 5C+S ini secara tak langsung
adalah untuk memastikan bahwa nasabah dan bank NTB Syariah Cabang

Gerung tidak terlibat dalam transaksi yang tidak memiliki kepastian (gharar)

27 https://bankntbsyariah.co.id
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dan untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan antara
kedua pihak. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Al-Qur’an Surat An-

Nisa’ ayat 29.

Lo g

B8 5553 53K O ) Jllally & &0l 1RE Y 1580 Gl
Uy 2 I8 0 &) #0138 5 2 i)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan

Jjanganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadam:ts.

Adapun analisis 5C+S yang dilakukan pihak bank, yaitu:

1) Character : character merujuk pada evaluasi mengenai sifat-sifat calon
debitur yang akan mendapatkan pembiayaan. Sifat-sifat ini
mencerminkan bagaimana karakter debitur tersebut dalam mengelola
usaha atau memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya.

2) Capital : capital adalah suatu analisis terkait dana atau penghasilan yang
dimiliki oleh klien, untuk menentukan apakah jumlah tersebut cukup
untuk menutupi cicilan atau tidak. Pada fase ini, nasabah akan
ditanyakan mengenai penghasilannya, apakah ia mempunyai tanggungan
lainnya, serta berapa jumlah gaji bersihnya. Selanjutnya, bank akan
melakukan  analisis  terhadap  performa  nasabah  dengan

mempertimbangkan penghasilan pegawai tetap, termasuk PNS, TNI,

POLRI, karyawan BUMN, serta pekerja swasta. Kemudian, periksa
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seberapa besar pendapatan bersih yang dapat diakses oleh nasabah atau
pelaku usaha yang memiliki pendapatan tidak tetap.

3) Capility : Dalam konteks ini, Bank NTB Syariah Cabang Gerung
melakukan kajian terhadap sumber pendapatan utama serta pendapatan
tambahan untuk para nasabah. Apabila debitur merupakan pegawai
negeri, anggota TNI/POLRI, pegawai di BUMN, atau pegawai swasta,
maka kontribusi yang diberikan harus diambil dari gaji pokok debitur
tersebut. Selain perhatian pada pendapatan yang dimiliki oleh nasabah,
bank NTB Syariah Cabang Gerung juga perlu menganalisis seberapa
besar utang atau kewajiban nasabah kepada institusi lain. Hal ini penting
untuk menentukan apakah jumlah utang tersebut melebihi modal yang
dimiliki atau justru jumlah kewajiban tersebut relatif kecil, sehingga
tidak ada alasan untuk khawatir mengenai pengajuan pembiayaan yang
akan dilakukan ke bank.

4) Collateral : Collateral merupakan suatu evaluasi terhadap jaminan yang
diberikan oleh nasabah, yang berfungsi untuk menilai kemampuan
nasabah dalam melunasi angsuran pembiayaan tersebut. Dalam Islam,
terdapat konsep jaminan untuk barang yang dipinjamkan, sebagaimana

diuraikan dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 282.
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Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu
berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan
kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang
berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.
Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah
(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri,
hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah
kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak
ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua
orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari
para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi
perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-
saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan
mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil
maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih
dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada
ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai
yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi
kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila
kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau
dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang
demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu.
Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran
kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

5) Condition of Economy : Faktor situasi ekonomi ini merupakan hal lain

yang harus diperhatikan. Keadaan perekonomian makro dievaluasi
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melalui kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatur pengadaan
dana untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang mendapatkan subsidi.
Sementara itu, evaluasi mikro mengamati keadaan finansial klien, yang
berdampak pada penilaian terhadap modal, kapasitas, dan kemampuan
untuk melakukan pengembalian.

Dalam penelaahan 5C+S terhadap pelanggan, setiap elemen dari
5C+S dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses penerimaan pembiayaan
nasabah. Setiap komponen yang terdapat dalam 5C+S sangat krusial untuk
menilai kelayakan nasabah. Dengan demikian, tidak terdapat elemen yang
lebih utama atau tidak utama dalam analisis 5C+S terhadap nasabah.

Kemudian, jika nasabah menyetujui semua ketentuan yang tercantum
dalam perjanjian pembelian tersebut, maka akad KPR dapat dilaksanakan
berdasarkan prinsip murabahah atau jual beli rumah. Selanjutnya, bank
melakukan pembelian rumah itu dari pengembang, di mana nasabah
bertanggung jawab untuk membayar uang muka. Namun, untuk pelunasan
penuh rumah tersebut, itu menjadi tanggung jawab bank. Setelah rumah itu
disita oleh bank, bank kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga
yang berbeda, di mana mereka memperoleh sedikit keuntungan dari
penjualan rumah tersebut.?

Dalam proses pembelian rumah melalui bank, jumlah maksimum
yang dapat diakses oleh nasabah untuk pembiayaan KPR di Bank NTB

Syariah Cabang Gerung ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan

28 Hediebrigina, bagian Analis Pembiayan Bank NTB Syariah Cab.Gerung. Pada hari Kamis 02
Januari 2025
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finansial, serta rasio agunan atau nilai appraisal dari properti yang dimiliki
nasabah. Di Bank NTB Syariah Cabang Gerung, para nasabah diberikan
kebebasan untuk menentukan pilihan mereka, sehingga mereka dapat
memiliki rumah yang sesuai dengan keinginan pribadi masing-masing.
Untuk proses pembayaran, pelanggan dapat melakukannya dengan
sistem cicilan, di mana nasabah membayar harga dasar rumah yang dibeli
bank dari pengembang, serta margin keuntungan yang diperoleh bank.
Pembayaran ini dilakukan setiap bulan, dengan jumlah pembayaran dan
durasi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank.
Jika nasabah telah menyelesaikan pembayaran rumah sesuai dengan periode
dan harga yang sudah ditentukan, maka rumah tersebut akan menjadi milik
nasabah. Namun, jika nasabah mengalami kesulitan untuk melakukan
pembayaran di tengah perjalanan, pihak bank akan berupaya menemukan
solusi untuk membantu nasabah mengatasi masalah ini.
2. Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan KPR di Bank NTB
Syariah Cabang Gerung
Berdasarkan dasar hukum dan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan melalui akad murabahah
merupakan tanggung jawab bank syariah terhadap masyarakat, serta
berkontribusi pada kesejahteraan individu yang memerlukan bantuan.
Implementasi akad Murabahah dalam pembiayaan KPR di Bank NTB
Syariah Cabang Gerung adalah suatu karakteristik dan gambaran dari

prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pembiayaan KPR di bank

+ iThenticate Page 76 of 91 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::14999:81598379



+ iThenticate Page 77 of 91 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::14999:81598379

63

syariah. Di samping itu, sistem yang diterapkan dalam KPR Syariah
berbeda dari KPR di bank konvensional. Pada bank syariah, mereka
menerapkan prinsip bagi hasil yang berdasarkan pada fatwa DSN-MUI.
Sistem bagi hasil yang diterapkan pada KPR Bank NTB Syariah Cabang
Gerung memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran cicilan
secara konsisten, tanpa adanya perubahan, baik penambahan maupun
pengurangan, hingga pelunasan total pembiayaan. Sementara itu, bank
konvensional lebih mengedepankan sistem bunga sebagai sumber
keuntungan yang bersifat fluktuatif atau bersaing.  Nasabah wajib
membayar cicilan dengan jumlah yang bervariasi jika terjadi perubahan
dalam tingkat suku bunga.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersama Ibu
Hediebrigina sebagai Analis Pembiayaan melalui metode wawancara di
Bank NTB Syariah Cabang Gerung, beliau mengungkapkan bahwa bank
tersebut menawarkan dua tipe KPR, yaitu KPR Subsidi dan KPR Non-
Subsidi. Tipe KPR Subsidi adalah jenis kredit yang paling sering dipilih
oleh para nasabah di Kabupaten Lombok Barat, khususnya di Kecamatan
Gerung. Hal ini disebabkan oleh biaya yang harus dikeluarkan oleh
nasabah yang lebih rendah jika dibandingkan dengan KPR Non-Subsidi.
Tipe KPR Subsidi dapat diajukan oleh nasabah yang memiliki penghasilan
di bawah 8 juta per bulan. Sementara itu, KPR Non-Subsidi bisa diakses

oleh siapa saja tanpa adanya syarat atau batasan minimum penghasilan.
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Dalam rangka mendapatkan pembiayaan KPR di Bank NTB
Syariah Cabang Gerung, terdapat prosedur serta ketentuan yang perlu
dipenuhi oleh calon nasabah. Berikut ini adalah aturan-aturan yang

dimaksud:?°

1) Kuota
Kuota yang dimaksud di sini adalah kuota untuk pencairan
FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), yang merupakan
program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat
berpenghasilan rendah dalam memiliki hunian. Program ini dikelola
oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
dan disalurkan secara terbatas oleh pemerintah.
2) Nasabah mengajukan permohonan
Bagi para pemohon KPR, langkah pertama yang perlu diambil
adalah mencari properti yang ingin dibeli. Setelah itu, pemohon dapat
mengunjungi bank untuk mengajukan permohonan KPR. Bank akan
memberikan daftar syarat yang harus dipenuhi. Setelah semua
dokumen persyaratan dikumpulkan, pemohon dapat kembali ke kantor
bank untuk mengajukan pembiayaan. Bank dapat melakukan
pemrosesan dengan cara menganalisis syarat-syarat yang ada dan

memeriksa dokumen-dokumen yang terkait. Apabila proses verifikasi

2 Hediebrigina, bagian Analis Pembiayan Bank NTB Syariah Cab.Gerung. Pada hari Kamis 02
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dan analisis telah disetujui, maka pihak bank akan mengeluarkan surat
keterangan persetujuan. Setelah surat itu diterima, penjadwalan akad
dapat dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa jika seorang nasabah
berencana membeli rumah subsidi seharga 180 juta dengan periode
cicilan 10 tahun, pihak bank merasa bahwa jangka waktu tersebut akan
terlalu membebani nasabah. Keputusan ini diambil berdasarkan
berbagai  pertimbangan, sehingga bank memutuskan  untuk
memperpanjang periode cicilan menjadi 15 tahun.  Selanjutnya,
ketentuan mengenai durasi waktu akan diberikan kepada nasabah.
Apabila nasabah menyetujui syarat yang telah ditentukan, maka akad
dapat dijadwalkan. Namun, jika nasabah menolak, maka proses akan
dibatalkan.
3) Uang muka

Uang muka dapat dilunasi oleh nasabah melalui pihak
pengembang, dan selanjutnya sisa dari total uang muka tersebut akan
ditanggung oleh bank, sehingga nasabah dapat melakukan pembayaran
kepada bank. Apabila ada nasabah yang membatalkan perjanjian KPR,
maka pengembalian uang muka yang telah disetorkan oleh nasabah
tersebut bisa dilakukan atau tidak, tergantung pada kesepakatan yang
tercapai antara nasabah dan pihak pengembang atau pemilik rumah.
Setiap pengembang memiliki aturan yang berbeda-beda. Ada

pengembang yang mengembalikan 100% uang muka kepada pelanggan,
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sementara yang lain mungkin memotong sesuai kebijakan mereka dari
jumlah uang muka tersebut.*
4) Agunan
Bank akan meminta jaminan dari nasabah sebagai bukti
pegangan untuk melindungi kepentingan bank serta memastikan bahwa
nasabah tidak akan melakukan penipuan atau tindakan yang merugikan
lainnya. Dengan adanya jaminan, nasabah akan mempunyai tanggung
jawab terhadap pembiayaan yang terkait dengan KPR tersebut. lbu
Hediebrigina, sebagai Analis Pembiayaan di Bank NTB Syariah
Cabang Gerung, menyatakan bahwa jenis agunan yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku di bank adalah Sertifikat Rumah yang
mendapatkan pembiayaan. Agar mengurangi risiko dalam pemberian
pinjaman, bank harus mempertimbangkan jaminan yang berkaitan
dengan keyakinan terhadap kemampuan dan potensi nasabah dalam
memenuhi kewajiban yang telah disetujui secara kontrak. Saat bank
menerima barang sebagai jaminan, mereka wajib melakukan
pemeriksaan terhadap keaslian dokumen jaminan yang diterima dan
memastikan keberadaan jaminan tersebut dengan pihak berwenang,
seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah terkait.
Pelaksanaan prinsip Murabahah antara bank sebagai pihak penjual
dan nasabah sebagai pihak pembeli mengacu pada ketentuan syariat yang

merujuk pada fatwa DSN MUI serta diatur berdasarkan peraturan umum

30 Hediebrigina, bagian Analis Pembiayan Bank NTB Syariah Cab.Gerung. Pada hari Kamis 02
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yang berlaku untuk nasabah bank yang memerlukan barang. Bank sepakat
untuk menyediakan dana guna pembelian barang berdasarkan permintaan
klien dan menyatakan persetujuan untuk melakukan pembiayaan. Sebagali
contoh, apabila seorang nasabah ingin membeli rumah subsidi seharga 180
juta dengan tenor 10 tahun, namun bank mengeluarkan surat untuk tenor 15
tahun, hal ini terjadi karena bank melakukan analisis terlebih dahulu
terhadap jangka waktu dan metode pembayaran yang lebih memudahkan
nasabah, apakah memilih 10 tahun atau 15 tahun. Jika nasabah
memberikan persetujuan, maka jadwal akad akan dilaksanakan. Namun,
jika nasabah tidak setuju, akad akan dibatalkan. Pelaksanaan akad
murabahah dalam KPR di Bank NTB Syariah Cabang Gerung dilaksanakan
sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh DSN MUI. Dapat disimpulkan
bahwa penerapan murabahah telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.3
C. Kendala atau Hambatan atas Akad Murabahah pada Pembiayaan KPR di
Bank NTB Syariah Cabang Gerung.
Hasil penelitian yang peneliti lakukan bersama ibu Hediebrigina selaku
Analis Pembiayaan pada Bank NTB Syariah Cabang Gerung mengatakan
bahwa tidak ada kendala saat proses akad,? karena akad Murabahah adalah
jual beli dan syarat wajib dari akad Murabah adalah barang sudah tersedia baru
bisa dijual, jadi developer sudah menyiapkan rumah dan nasabah sudah

memastikan tersedianya rumah serta pelaksanaan akad murabahah di Bank

81 Hediebrigina, bagian Analis Pembiayan Bank NTB Syariah Cab.Gerung. Pada hari Kamis 02
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NTB Syariah Cabang Gerung berlangsung dengan sukses, yang terbukti dari
tingginya jumlah pencairan produk KPR, namun yang menjadi kendala adalah
saat penyaluran pembiayaan rumah KPR, yaitu terbagi menjadi 2 :

1. Internal :

1) Kuota pencairan : kuota penyaluran FLPP (Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan) yang diberikan oleh pemerintah sangat
terbatas.

2) Persyaratan atau Dokumen pengajuan oleh nasabah yang kurang
lengkap atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di Bank NTB
Syariah Cabang Gerung.

3) Penjadwalan Akad : dilakukan penjadwalan ulang untuk pelaksaan akad
biasanya sering terjadi, disebabkan beberapa faktor seperti kesiapan
nasabah hadir ke Bank, dan faktor lainnya yaitu merujuk pada poin
pertama yaitu kuota pencairan dari pemerintah.

2. Eksternal :

1) Nasabah kurang paham terkait aplikasi trilogi FLPP (Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan)

2) Ketersediaan rumah dari Developer

3) Pembiayaan macet
Bank NTB Cabang Gerung tidak tinggal diam atas permasalahan yang

dihadapi saat proses akad atas pembiayaan rumah KPR, pihak bank
memberikan solusi atas kendala internal dan eksternal yang terjadi yaitu

sebagai berikut :
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1) Kuota pencairan : untuk mensiasati kuota yang terbatas dari pemerintah,
Bank NTB Syariah Cabang Gerung berupaya untuk melakukan
percepatan proses pemberkasan nasabah sampai dengan pencairan lebih
dini diawal tahun agar dapat memaksimalkan penyerapan kuota.

2) Persyaratan atau Dokumen : dalam konteks ini, Bank NTB Syariah
Cabang Gerung menawarkan kemudahan bagi calon nasabah untuk
mengakses persyaratan di mana saja yaitu dengan membuka web Bank
NTB Syariah atau melihat pada aplikasi M-Banking untuk
meminimalisir terjadinya kekurangan dokumen pembiayaan.

3) Nasabah kurang paham : dari hasil wawancara menjelaskan bahwa
solusi dari Bank NTB Syariah Cabang Gerung yaitu memberikan
edukasi pada nasabah dan developer bagaimana tata cara untuk mengisi
data di aplikasi sampai dengan data keterhuniaanya.

4) Ketersediaan rumah : dari hasil wawancara menjelaskan bahwa solusi
dari Bank NTB Syariah Cabang Gerung mewajibkan developer untuk
membangun rumah sudah jadi 100% . Apabila rumah belum siap, Bank
NTB Syariah Cabang Gerung tidak bisa memberikan pembiayaan KPR
kepada nasabah.

5) Pembiayaan macet : dari hasil wawancara menjelaskan bahwa jika
terjadi pembiayaan macet maka untuk solusi dari Bank NTB Syariah
Cabang Gerung adalah melakukan proses penagihan, dan dibantu
dengan lelang berdasarkan harga yang disepakati antara Bank NTB

Syariah Cabang Gerung dan Nasabah, namun realita yang terjadi kurun
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waktu 2023-2024 tidak ada pembiayaan macet di Bank NTB Syariah

Cabang Gerung. %

33 Hediebrigina, bagian Analis Pembiayan Bank NTB Syariah Cab.Gerung. Pada hari Kamis 02
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui
observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan akad murabahah di NTB

Syariah Cabang Gerung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Rumah KPR di Bank
NTB Syariah Cabang Gerung telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip
syariah Islam, yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Ini
dapat dilihat dari serangkaian langkah yang harus diambil oleh nasabah,
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Proses pembiayaan KPR di
Bank NTB Syariah Cabang Gerung dimulai ketika nasabah mengajukan
permohonan dengan memenuhi syarat yang ditentukan. Setelah itu,
dokumen yang diajukan akan diverifikasi, diikuti dengan analisis dari
pihak bank terhadap nasabah tersebut. Akhirnya, tahap terakhir adalah
pelaksanaan perjanjian antara nasabah dan perwakilan bank untuk
melakukan akad.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank NTB Syariah Cabang
Gerung dalam pelaksanaan Akad Murabahah ternyata tidak menunjukkan
adanya masalah atau rintangan., dikarenakan syarat wajib dari akad
Murabahah adalah barang sudah tersedia baru bisa dijual, jadi developer

sudah menyiapkan rumah dan nasabah sudah memastikan tersedianya
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rumah, namun yang menjadi hambatannya adalah saat penyaluran
pembiayaan rumah KPR yaitu terbagi menjadi 2 :
1. Internal
1) Kuota pencairan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan)
2) Nasabah kurang paham terkait aplikasi trilogi FLPP (Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan)
3) Ketersedian rumah dari developer
4) Pembiayaan macet
2. Eksternal
1) Nasabah kurang paham terkait aplikasi trilogi FLPP (Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan)
2) Ketersediaan rumah dari Developer
3) Pembiayaan macet
3. Solusi atas hambatan dalam penyaluran pembiayaan KPR dengan akad
Murabahah di Bank NTB Syariah Cabang Gerung yaitu pihak bank
mensiasati kuota terbatas dari pemerintah dengan cara melalukan
percepatan proses pemberkasan nasabah, dan untuk nasabah yang kurang
paham terkait aplikasi FLPP pihak bank akan memberikan edukasi pada
nasabah dan developer terkait bagaimana tata cara yang ada pada aplikasi
sampai data keterhuniannya. Dan mewajibkan developer untuk

membangun rumah sudah jadi 100%, dan jika terjadi pembiayaan macet
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maka solusi yang diberikan bank NTB Syariah adalah dengan melakukan
penagihan dan di bantu lelang dengan harga kesepakatan dengan nasabah.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan melalui metode
wawancara, peneliti berhasil mengumpulkan sejumlah rekomendasi, antara

lain: .

a. Dalam melaksanakan pengelolaan pembiayaan, NTB Syariah Cabang
Gerung perlu terus memantau proses pembiayaan agar dapat berjalan
dengan lancar. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pembiayaan
murabahah dapat mengalami masalah, namun hal ini dapat dihindari jika
kedua pihak mematuhi semua ketentuan dan syarat yang ada untuk
mendapatkan dan melaksanakan kewajiban dalam pembiayaan tersebut.
Bagi bank, hal ini akan meningkatkan rasa percaya dan keyakinan
terhadap nasabah, sementara bagi nasabah, akan muncul niat baik untuk
memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, hak dan kewajiban dari
kedua belah pihak dapat dilaksanakan secara optimal.

b. Menyediakan informasi tambahan mengenai produk pembiayaan lain yang
ditawarkan oleh Bank NTB Syariah Cabang Gerung agar lebih banyak

pembaca dapat memahami keadaan bank tersebut.
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Bagi Bank Yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dewan Syariah Nasional-Mui. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor
04/Dsn-MUI/1VV/2000 Tentang Murabahah ".
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